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PENGANTAR REDAKSI

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadhirat Ilahi Rabbi, yang telah
mencurahkan hidayah dan taufig-Nya, sehingga akhirnya J urnal Ekonomi dan Hukum
Islam Mahkamah volume X no.10 Juni 2011 ini dapat diterbitkan dan hadir ke tangan
pembaca. terbitnya Jurnal Mahkamah selain diharapkan memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu-ilmu ekonomi Islam dan hukum Islam, juga diharapkan menjadi
penanda semakin dinamisnya syari’at Islam yang mengandung rahmat bagi seluruh
alam untuk memenuhi harapan itu Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Mahkamah

menyajikan 10 (sepuluh) tulisan yang telah melalui proses seleksi 6leh tim redaksi.

Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Mahkamah Volume X no. 10 ini diawali
dengan tulisan Achmad Kholiq yang berjudul “Perspektif Normatif (figh) Tentang
Hakim Perempuan Suatu Analisis terhadap Polemik Para Ulama Figh”, tulisan yang
ke dua oleh H. Kosim dengan judul “Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan
Tela’ ah Terhadap Penerapan Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan Terkait
dengan lahirnya Teori Jawabir dan Teori Zawajir”, tulisan yang ke tiga oleh Sugianto
dengan judul “Aspek Hukum dalam Penanggulangan Masalah Preman Pada
Pendekatan Krimimologis”, tulisan yang keempat oleh Eef Saefullah dengan judul
“Konsep Produksi dan Konsumsi dalam Ekonomi Islam” tulisan yang kelima oleh
Achmad Otong Busthomi tentang “Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Islam™,
tulisan yang ke enam oleh H.Slamet Firdaus dengan judul Hadits Jibril Suatu Studi
dengan Metode Tahlili”, tulisan yang ketujuh oleh H. Juju Jumena dengan judul
“Pancasila dalam Perspektif Pluralisme” tulisan yang delapan oleh Alvien Septian
Haerisma dengan judul “Meneropong Jejak Dinar dan Dirham”, tulisan yang kesembilah
oleh H. Didi Sukardi dengan judul “Exsistensi Perbankan Syari’ ah dalam sistem Hukum

4i Indonesia”, tulisan yang kesepuluh oleh H. Munir Subarman dengan judul * Peta
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Pemikiran dan M etologis Hukum Islam dan Praktisnya di dunia Islam dalam Proses

taqnin Disarikan dari dokumentasi Taqnin di berbagai belahan dunia Islam,

Akhirnya, kami harus berterima kasih kepada para penulis, yang sudah
mengirimkan naskahnya untuk diterbitkan di dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam
Mahkamah volume X 1no.10 Juni 2011 ini, selain itu, kamipun harus mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang teleh berpatisipasi dalam jurnal Jurnal Ekonomi dan
Hukum Islam Mahkamah volume X 1n0.10 Juni 2011 ini, baik secara moril maupun
materil, sehingga Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Mahkamah volume X 1n0.10 Juni
2011 ini dapat diterbitkan. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat
banyak kesalahan dan kekurangan dan kesalahan dalam penerbitan ini. Untuk itu,
kami menunggu kritik dan saran dari para pembaca, karena akan sangat berharga
untuk perbaikan jurnal edisi yang akan datang.

Jika kualitas sumber daya manusia sertiap bangsa diukur, antara lain, dari tradisi
tulis yang berkembang di tengah-tengah masyarakatnya, Kehadiran Jurnal Ekonomj
dan Hukum Islam Mahkamah volume X n0.10 Juni 2011 ini diharapkan dapat
memberikan sedikit konstribusinya dalam membangun sumber daya manusia Indonesia
dalam menata masa depan . Selamat membaca !

Cirebon, Juni 2011

Redaktur

H. KOSIM
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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, karena dengan
rahmat dan hidayah serta ilhamNya penulis dapat menyelesaikan buku
dengan judul “Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah Dalam Persfektif Filsafat
Hukum Islam Serta Penerapannya Di Indonesia”

Filsafat Hukum Islam adalah salah satu ilmu yang menelusuri dan yang
mengguarkan metode-metode filsafat dalam menetapkan dan menyelesaikan
problem-problem hukum Islam. Secara metodologi filsafat hukum Islam
merupakan penyempurna dari ilmu ushul figh dan secara praktis diharapkan
memberikan wawasan metologis dalam menafsirkan Figih, Fatwa, Qonun
dan Qadha

Ekonomi dan perbankan syari’ah pada abad ke 20 banyak dipelajari
oleh umat Islam baik di timur tengah maupun di Indonesia bahkan di dunia
akademisi baik perguruan tinggi di lingkungan PTAIN maupun di luar PTAIN,
penulis berharap mudah-mudahan buku yang sangat sederhana ini dapat
memberi tambahan wawasan ilmu pengetahuan secara mendalam bahkan
dapatmenjwabpersoalan-persoalanekonomidan perbankansyari’ahsehingga
dapat bahwa ekonomi dan perbankan syari’ah dapat mensejahterkan baik
di dunia maupun di akherat karena ekonomi syari’ah konsepnya tidak hanya
ekonomi di dunia tetapi juga konsepnya untuk akherat.

Tidak ada gading yang tak retak, akhirnya saran dan kritik dari para
pembaca, penulis harapkan demi kesempunaan ilmu-ilmu ekonomi
perbankan syari’ah

Cirebon, Mei 2015
Penulis




igh Al-

aby al- ' HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
KETATANEGARAAN

“ela’ah Terhadap Penerapan Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan Terkait

dengan lahirnya Teori Jawabir dan Teori Zawajir)

Oleh
H. Kosim

ithba’ah Absteak
Hukum pidana Islam adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang
wemadi sorotan HAM dalam penerapannya apalagi dihubungkan dengan hukum
- Dar Ssanegaraan, bahwa secara hukum ketatanegaraan yang mempunyai hak dalam
- semerapan hukum pidana adalah negara, karena terkait dengan-orang lain dan
st pula dengan hukum yang berlaku disuatu negara.
ol Hukum Islam (syari‘ah) merupakan perangkat nilai dan kaidah-kaidah
. ’ Ssnah yang mengatur tata kehidupan manusia, yang diyakini akan, membawa
rabivah SeSahagiaan hakiki apabila dipraktekan didalam lkehidupan aktual, sedangkan
T Seism pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam (svari ah)
. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengendi tindak
- Miqot,
“wma atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf, vaitu
Wewg vang dapat dibebani kewajiban. Tindakan kriminal dimaksud adalah
Sssan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman wmum thagqul ibad)
W Gindakan melawan peraturan perundang-undangan yvang bersumber dari al-
W an dan al-Hadits. Hukum pidana Islam  merupakan syari’at Allah yang
Wesmsandung  kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan ketentuan di maksud
sessa materil mengandung  kewajiban asasi bagi  setiap manusia  untuk
Wesssanakannya. Hukum ketatanegaraan adalah hukum yang dibuat oleh suatu
Weswra yang mencakup seluruh persoalan kenegaraan sebagai hasil dari kontrak
WWSSE persoalan demikian yang menyebabkan lahirnva dua teori dalam penerapan

Sk pudana Islam, yaitu teori jawabir dan teori zawajir.
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A. Pendahuluan

Hukum Islam (syari’ah) » merupakan perangkat nilai dan kaidah-kaidah
llahiyah yang mengatur tata kehidupan manusia, yang diyakini akan membawa
kebahagiaan hakiki apabila dipraktekkan di dalam kehidupan aktual. Karenanya,
kebutuhan untuk membumikan hukum Islam, atau mengadaptasikan dan
mengintegrasikan kehidupan kaum Muslimin ke dalamnya selalu muncul ke
permukaan. Kebutuhan keagamaan semacam ini senantiasa hadir mewarnai
semangat dan gerak perjuangan kaum Muslimin sepanjang sejarah ; yang pada saat
bersamaan selalu menuntut hadirmya mujaddid  dan mujtahid untuk melakukan
tajdid dan tjtihaa’2 "' bagi pemenuhannya.

Sejak masa awal Islam, ketika hukum Islam mulai bersentuban dengan
perubahan sosial yang terjadi di sckitarnya, 1a telah memperlihatkan diri sebagai
suatu kekuatan yang dinamis. Contohnyva adalah hukum Islam yang dipraktikkan
oleh Umar ibn Khathab, yang pada masa modern® sering dipakai sebagai justifikasi

bagi upaya pembaharuan dalam bidang ini* . praktik Khalifah kedua ini dipandang

% Syari'ah dan hukum Islam juga figh merupakan istilah-istilah  yang banyak diidentikan
pennggunaannya, walaupun terminologis Ketiganya secara literal dan historis berbeda satu sama lain.
Tentang perkembangan terminologi ketiga istilah ni. lthat Ahmad Hasan, Pinti [jtiihad Sebelum
Tertutup, (Bandung: Pustaka, 1984). him. 1-10, Hasb1 Ashshiddieqv. Svari‘at Islam menjwab tantangan
Zaman, (Jakarta: Bulan Bintang. 1980). Asghar Ali Enginer. Perempuan dalam Syari'at Islam
:Persfektif Feminis dalam penafsiran, Dalam UlumulQuran. No. 3. Vol.5, Jakarta, 1994, Him58-70,
Fadhil Lubis, Hukum Islam dalam Kerangka Teori Figh dan Tata Hukum Indoneisa, (Medan: Pustakan
Widyasarana, 1995)

Ystilah  mujaddid dan tajdid bermula dari kata “man yujaddidu"pada hadis Nabi yang menyatakan
bahwa setiap awal abad, Allah akan mengutus 'seseorang yang akan memperbaharui” agama umat
Muhammad. Abu Daud. “Kitab Malahin™ dalam Sunan Abi Dand. 4, (Kairo: Matba'ah Musthafa
Mahmud, 1950). h. 159. Dengan demikian. mujaddid ~ dimaksud sebagai pelaku pembaharuan,
sedangkah tajdid didasarkan pada dialog Nabi dengan Muaz bin Jabal, ketika yang terakhir akan
menjadi wazir Yaman, dan hadis Nabi vang menjamin akan memberi pahala kepada yang berijtihad
sekalipun ijtihadnya Keliru. Ahmad Hasan, Sunan Abi Daud, 3. Lahore, 1984, terpenting dalam tajdid
dalam melukiskan suatu upaya pembumian svariah dan ijtihad dan tajdid adalah taglid dan Junud.
Yusuf Qardawi, Min Ajli Syahwatin Rasvidah Tajaddidu al-Din. Fdisi Indonesia, Figih Tajdid dan
Svahwah Islamivah, (Jakarta: Islamuna Press. 1997).h. 23-34

3Masa modem adalah masa kebangkitan umat [slam yang dimulai pada 1800 M, vakni periode ketiga
dari babakan sejaran Islam yang dibuat Harun Nasution, setelah periode klasik (630-1250 M). sebagai
masa kejayaan Islam dan periode pertengahan (1250-1800 M.) sebagai masa desintegrast dan
kenumduran Islam. Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan,
Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 12-14.

‘Diantaranya mengenai penolakan Umar untuk membagikan tanah rampasan perang hasil penaklukan
di Trak dan Syiria kepada tentara Muslim yang ikut bertempur, sebagaimana diatur oleh teks al-Quran
56: 6-10 dan penolakannya untuk memberikan hak zakat kepada kaum mualaf (al-muallafam
qulubuhum, yang hati dan kesetiaannya masih perlu perhatian kaum Muslimin), sebagaimana diatur
dalam al-Quran surat at-Taubah:60 . Contoh-contoh ijtihad Umar didiskusikan oleh Muhammad
Bultajiy yang disimpulkan bahwa ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.
Muhammad Bultajiy dalam Manhaj Umar Ibn Khattab fi al-Tasyri' (Cairo: Dar al-Fikri, 1970), dapat
dilihat juga dalam Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiah, 1962), him. 13-15;
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sreseden yang jelas bahwa aplikasi dan formulasi hukum dapat berubah atas
sertimbangan kemaslahatan (mashlahah). ~ Meskipun secara tekstual nyata
sertentangan dengan nash al-Qur’an dan Sunnah yang jelas dan rinci’.

Karakteristik hukum Islam yang demikian juga ditandai oleh hadirnya
serbagai mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar
helakang sosio-kultural dan politik yang mengitarinya. Memang harus diakui,
hahwa sepanjang itu pula selalu terjadi ketegangan kreatif antara usaha
nempertahankan keutuhan dan keabadian Syariah dengan upaya menjadikannya
tetap abadi dan relevan dengan kehidupan yang terus berubah. Tetapi, kondisi inilah
vang justru belakangan dirasakan telah memperkaya khazanah dan wawasan
atelektual Islam.

Dengan demikian, pcmbahaman6 Syariah merupakan keniscayaan sejarah
falam rangka memenuhi kebutuhan keagamaan kaum Muslimin dan memberikan
awaban terhadap tuntutan perubahan sosial; sementara watak dasar Syariah itu
ondiri memiliki fleksibelitas yang memungkinkan berkembang mengatasl ruang
an waktu. Namun di dalam perjalanan sejarah, Syariah yang dinamis pada masa

~val itu kemudian terkristalisasi ke dalam beberapa madzhab, dan berijtihad mulai
dibatasi sebagai hak paten ulama besar masa lalu. Klimaksnya, pintu Ijtihad
finvatakan tertutup, dan berlanjut dengan kreatifitas pemikiran Muslim, yang dalam
scjarah tasyri” masa ini dikenal dengan periode taglid’ .

Kemandekan Syari ‘ah  telah mengundang Ibnu Taimiyah (w. 728/1328),

toh -perintis terpenting dalam pembaharuan Svari‘ah. Untuk tampil di pentas

Lebangkitan pemikiran Islam. Daya tarik utama dari Ulama ini adalah obsesinya

ar Rahman, Islamic Methodology in History, (Karachi: Central Institute of [slamic Research,

5y, him. 180-181 dan Ahmad Hasan, Early Development of Islamic Jurusprudetice, (Pakistan.
Jamic Research Institute. 1970). him. 120-121.  penggunaannya untuk menjustifikasi gagasan
embaharuan, dilakukan oleh msialnya, Na'im dalam Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties.
Tuman Rights and International Law(TIR), (New York: Ysyracuse Univercity Press, 1990), hlm. 28
Jan Munawir Sjadzali, dalam konrekstual Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. H, Munawir Sjadzali, M-,
Takarta:IPHV Paramadina, 1995). hlm. 94-95.
‘Tbrahim Hosen, “Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam™ dalam Kontekstualisasi
ljaran Islam. Hlm. 254-262 dan Masdar I'. Mas'udi, “Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan
Svari'ah” dalam Ulumul Qur'an, Vol. VI, No.3, 1995, him. 94-99.

Pembaharuan dipakai sebagai padanan dari tajdid, reformasi, atau modernisasi, yang berarti “pikiran,
aliran, gerakan dan usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan
sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru vang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan
lan teknologi modem™. Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam. Hlm. 11 dan Awad Bahasoan,
A serakan Pembaharuan Islam: Interpretasi dan Kritik” dalam Prisma Ekstra, 1984, h 106-129.
Khudlari Bik, Tariks al-Tasyri al-Islami (Kairo: Matba'ah al-Istiqomabh, t.t)
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yang kuat dalam menentang faglid (mengikuti secara buta pendapat para imam

madzhab), dan menegakkan kembali hak melakukan Jjtihad, ketika pendapat umum
meyakini bahwa pintu Jjtihad telah tertutup. Bersama dengan itu, ia pun menyeru
kaum Muslimin agar kembali ke pangkal Syari’ah Islam, yaitu al-Qur’an dan al-
Sunnah, dan menuntut penerapan Syari'ah secara total dalam kehidupan public
maupun pribadi. Walaupun gagasan dan seruah Ibnu Taimiyah, pada zamannya
hanya mendapat sambutan terbatas, tetapi mulai penghujung abad ke-18 M sampai
beberapa abad kemudian, ide-idenya memiliki pengaruh yang sangat penting,
terutama dalam mewarnai pemikiran Syah Wali Allah (1703-1762) di India. Selain
Itu, semangat pembaharuan di dunia Islam terus menggelinding dari waktu ke
waktu, dan memperoleh mementumnya pada permulaan dan sepanjang abad ke dua
puluh.®

Pada pertengahan abad ke-20. sebagian besar dunia Islam telah mencapai
kemerdekaan politik. Persoalan dasar yang dihadapi oleh mereka segera setelah itu
adalah bagaimana mempertemukan Syari ‘ah dengan Negara. Pengalaman sejarah
mengenai penerepan Syari‘ah di beberapa Negara-bangsa seperti Turki, Mesir,
Syiria, Sudan, Pakistan, dan Aljazair memperlihatkan adanya kesulitan bahkan
benturan-benturan vang berdampak luar biasa.’ persoalannya adalah bagaimana
memposisikan syari’ah dan memformulasikannya dalam rumusan actual agar
mampu mengayomi seluruh warga Negara dengan latar belakang suku dan agama
vang heterogen. Bagaimana menjadikan Syari ah agar selalu mampu merespons
gagasan-gagasan modemn dengan segala implikasinya. dan dapat memberikan
kontribusi bagi pemecahan masalah-masalah kemanusiaan dalam kehidupan global

saat ini dan masa yang akan datang, schingga misi kehadiran Islam sebagai

*Beberapa nama sepertl Jamuddin al-Afgani (dari Afganistan). Muhammad Abduh, Rasyid Ridla,
Hasan al-Banna dan Sayid Qutub (Mesir), Muhammad Igbal dan Maulana Sayid Abul A'la Maududi
(Indo-Pakistan), Malik bin Nabi' dan Syekh Ibrahim al-Jazairi (Aljazair), Ali Syari'ati dan Imam
Khomeini (Iran), Fazlur Rahman (Pakistan), Hussein Nasr (Iran) dan Hassan Hanafi (Mesir) Semuanya
merupakan pemikir dan aktivis kebangkitan Islam yang hadir memberikan solusi bagi pemecahan
masalah yang dihadapi kaum Muslimin, berkenaan dengan infiltrasi kabudayaan dan kolonialisme
Barat atas Dunia Islam. Kebangkitan Islam sepanjang abad kedua pulu, berikut tokoh-tokoh dan sifat
kebangkitannya, John L. Esposito (ed), Foices of Resurgent Islam, Oxford University Press, 1983.
’Sebagai contoh adalah terjadinya kekacauan di Suriah ketika Islam ditempatkan dalam konstitusi baru
pada 1973. Lihat kajian John J. Donohue, The New Syrian Contitution and the Religious Opposition: A
Cronology of Events January-April 1973 dalam CEMAM Reports, Beirut: Dar El-Mashreq, 1976,
Jilid I, No. 1, h. 81-96. contoh lain adalah terjadinya perdebatan di Mesir tentang pelaksanaan Suariah,
sebagaimana dilaporkan oleh Cf. Shereen Khairallah, “7he Islamic Liberation Party, Search for a Lost
Ideal” dalam CEMAM Reports Beirut: Dar El-Mashreq, 1975, Jilid 2, h. 87-95. Keadaan Turki, Saudi
Arabia, Pakistan, Iran dan Mesir. John L. Esposito dalam Islam and Politic Threat: Myth or Reality?
1992
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rahmatan lil al-‘amin benar-benar dirasakan. Inilah agenda persoalan yang dihadapi
kaum Muslimin pada abad ini.

Agenda terscbut disadari telah menimbulkan sejumlah masalah serius,
sementara jawaban pemecahannya dinilai belum memuaskan. Fenomena ini sangat
menggelisahkan dan menggugah para pemikir Islam untuk segera mencari jalan
keluar. Menurut Schacht,'” kaum modemis saat ini tengah membutuhkan suatu
kasus teoritis yang lebih tegar dan konsisten agar yurisprudensi dan legislasi Islam
vang dibangunnya dapat bersifat logis dan konsisten. Sejalan dengan itu, Esposito
mengatakan bahwa sckiranya para pembaharu Islam hendak menyusun hukum yang
komprehensif dan konsisten, maka kebutuhan mendesak bagi mereka dewasa ini

adalah rumusan suatu metodologi sistematis yang memiliki akar Islami vang kukuh

B. Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan

Penerapan Hukum Pidana Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan
«cadilan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu jawabir dan zawajir, tentang
kedua pendekatan tersebut Ibrahim Husain memberikan penjelasan sebagai berikut:

Teori jawabir menghendaki pelaksanaan hukuman pidana persis seperti
hukuman yang secara harfiah disebutkan di dalam nash (ayat al-Qur’an atau Hadis).
Hukuman dilaksanakan dengan tujuan menebus kesalahan dan dosa vang dilakukan
oleh terpidana.  Menurut teori zawajir, hukuman vang dijatuhkan kepada pelaku
tindak pidana tidak harus présis seperti tersebut di dalam nash. Pelaku bolch
dthukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman itu tujuan penghukuman
“apat dicapai, yaitu membuat jera si pelaku dan membuat rasa takut melakukan
tindakan pidana bagi yvang lain (arrdhu jazru) prefentif dan represif.

Dalam rangka pembaharuan hukum Islam, khususnya di bidang hukum
dana. teont zawajir menurut Ibrahim dapat dijadikan pedoman. Bila dengan
ukuman minimal tujuan hukuman dapat dicapai, maka hukuman maksimal vang
Ziscbut di dalam nash tidak perlu diterapkan. Pendekatan teori zawajir akan
cnimbulkan pemahaman hukum vang kontekstual, dan hukum Islam akan dinamis
soria antisipatif terhadap perkembangan jaman, ulama dan cendiawan muslim cerdik

sandal bermusyawarah secara bijaksana dapat menentukan pendekatan vang mana

cht. “Probelms of Modemn Islamic Legislation” dalam Studia Islamica, Vol. 12 (1960), him

Esposito, Women in Muslim Family Law (Syracuse: Syracuse University Press, 1982), him.
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vang lebih kuat dan lebih kepada maqashidul syar’i dalam kondisi dan tempat yang
berbeda. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak
pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf, yaitu
orang yang dapat dibebani kewajiban. Tindakan criminal dimaksud adalah
tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum (haqqul ibad)
serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-
Quran dan al-Hadist. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan ketentuan di maksud secara
materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.
Konsep kewajiban asasi syariat. vaitu menempatkan hukum Allah sebagai
pemegang segala hal. baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang
lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.
Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang
lain.

Hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sebagai hukum yang out of
date dan dehumanis. Tudingan itu terjadi karena ketidaksanggupan mereka
menangkap ruh syari’at Islam. Padahal hukum pidana Islam scbagaimana yang
tertera dalam nas tidaklah absolute. Nabi tidak selalu memberlakukan hukum
sebagaimana bunyi tcks tetapi sangat kondisional. Hukum {)idana Islam bukanlah
bersifat ortodoks melainkan memberikan ruang gerak bagi akal pikiran manusia
untuk ijtihad. Ijtihad ini diberikan dalam rangka menginterprestasikan teks-teks
hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat sccara
dinamis. Oleh karena itu perlu diadakan reaktualisasi permikiran hukum pidana
Islam terutama dari sisi klasifikasi tindak pidana sampai kepada persoalan sankst.

Sistem hukum pidana Islam sesungguhnya diawali dengan koreksi terhadap
sistem hukum jahilivah yang diskriminatif. Kabilah vang kuat dikala itu berhak
dalam persoalan intervensi hukum. sementara suku vang lemah hanya sebagai
pelengkap penderita (tertindas) karena ketidakberdayaannya. Islam datang dengan
membawa panji menegakan hukum dengan prinsip keseimbangan dan keadilan.

Reaktualisasi pemikiran ditawarkan scbagai upaya penyegaran atau tindakan
untuk menjadikan sesuatu itu baru dan disisi lain tetap merubah nilai dasar dart

sesutau yang diperbaharui. '* jika dikatakn reaktualisasi pemikiran, maka

! Rahman Ritongga, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abd Azizi Dahlan, dkk., (Jakarta: Intermassa,
1997), him. 1488.
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at yang aktualisasinya meliputi bidang pemikiran, sikap, mental, perilaku atau tindakan

. tindak enusia yang meliputi bidang ilmu, iman dan amal.”
f, yaitu Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada
adalah senegakan amar ma’ruf nahi mungkar, maka ditegakanya al-maqasid al-syari’ah
1 ibad) crupakan sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan,
dar al- arta. dan akal. Hukum pidana Islam, ketika memenerapkan sanksi mendasar kepada
h vyang cepentingan  kolektif diatas kepentingan pribadi atau golongan. Reaktualisasi
d secara semikiran hukum Islam yang sebenamya bukan hal yang baru,
kannya. Umar Ibn Khattab pernah mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam
sebagai «um potong tangan yang terjadi pada musim paceklik. ' sikap umar bukan
{a orang cncghianati hukum Allah. melainkan semangat mengangkat ruh syari’at Islam
h Allah. ‘onean pemahaman yang kontekstual. Hal senada juga dilakukan oleh Rasulullah
n orang 1 sebelum peristiwa tersebut. yakni ketika Rasulullah tidak menghukum bagi
curi buah-buahan yang dimakan ditempat."’
g out of Pengaktualisasian pemidanaan disini bukan berarti ingin merubah nilai
mereka “asar. akan tetapi pemahaman kembali tek secara konseptual dengan tidak merubah
na vang a (rah) syari’ah. Terkadang, hukum pidanan Islam tidak dipahami secara benar
hukum 3 nendalam oleh masvarakat muslim, bahkan dikalangan masyarakat muslim
yukanlah crpelajar sekalipun. Masyarakat hanya menangkap dan mengesankan bahwa sanksi
manusia “2lam hukum pidana Islam bila dilaksanakan amatlah kejam, mengerikan, jauh dari
reks-teks -nilai kemanusiaan dan sekaligus melanggar hak asasi manusia. Tergambar
t secara angan-angan mereka betapa kejamnyva sanksi hukum potong tangan terhadap
1 pidana cuni. hukum rajam terhadap orang-orang vang berzinah, terlebih lagi hukum jilid
mksi. dud. Ini bisa di mengerti karcna mercka tidak memahami secara utuh,
terhadap ~amana karakteristik hukum Islam dan sistem peradilan Islam, serta cksekusi
1 berhak sanaan sanksinya. Pecmahaman vang seperi inilah vang yang kita jumpai
sebagai - disemua pelosok masyarakat.
y dengan Situasi vang tidak kondusif diatas lebih diperparah dengan ketidak adilan
lan. ch para akademisi dan praktisi hukum. Betapa tidak, hukum pidana Islam,
tindakan wianckala. atau malahan sering kali, hanya dipandang sebelah mata, tidak
asar dari “oandane sebagai salah satu sistem vang hidup. Padahal hukum pidana Islam, yang
1. maka -aturannva ditetapkan Allah, dimaksudkan guna merealisasikan kemaslahatan

unva ada garansi keadilan sekaligus menciptakan rasa aman dan tentram

Hulaum Islam dan Transformasi Pemikiran, (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm 14
Intermassa. I'lam al Mwagi 'in, (Beirut: Dar-al Fikr, 1977), him. 121.
- Rad'ala Surah al Auzali, Mesir: Dar-al Qalam, 1357 H), hlm 50
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dalam hidup bermasyarakat. Rahasia inilah yang semestinya dikaji dalam rangka
pembentukan, pembinaan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Ketidak adilan dalam hukum pidana Islam juga tampak dalam legislasi
nasional. Transformasi hukum Islam bidang keperdataan telah terjalin secara luas
dalam hukum positif, baik sebagai unsur yang mempengarahi, atau modifikasi
norma-norma agama, baik subtansial maupun normalistik. Namun, hukum Islam
bidang kepidanaan belumlah mendapat tempat seperti hukum positif. Padahal,
dimungkinkan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai dasar filosofis pancasila dan
undang-undang dasar 1943 yang mendasari negara republic Indonesia.

Secara embrional, harapan untuk membumikan syari’at Islam di Indonesia
sudah lama terniatkan, terhitung sejak hukum perdata positif berkembang pada masa
hindia belanda. Pada masa itu, perwujudan harapan tersebut, terarah pada syanat
Islam yang sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat, telah menjadi
hukum adat yang didalamnya telah terkandung nilai-nilai keagamaan. Pokok pikiran
semacam itulah yang mestinya diteruskan sampai sekarang.

Kedudukan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam, secara
proporsional perlu dipikirkan agar bersifat interface terhadap hukum pidana positrif.
Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan jalinan antara kedua kaidah hukum
tersebut, guna membangun tatanan hukum dalani Negara yang berKetuhanan Yang
Maha Esa.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pada masa-masa lampau, harus
diakui, pembicaraan tentang hukum pidana Islam dianggap sebagai hal yang
sensitive, malahan dianggap sebagai tabu sosial. Hal ini bisa dimaklumi jika diingat
telah terjadi berbagai peristiwa traumatis. historis, politis dimasa-masa silam,
misalnya perdebatan tentang dasar negara dan piagam Jakarta, peristiwa tersebut,
langsung atau tidak, diakui atau tidak, berkaitan dengan soal pemerapan hukum
pidana Islam di Indonesia.

Kendati demikian, di era reformasi ini, perbincangan tentang hukum pidana
Islam mungkin terasa lebih kondusif dan tepat momentum. Mengapa, disamping
karena telah semakin maju keberlangsungan demokratisas, pthak yang pro maupun
vang kontra tidak lagi terikat secara sosial politik dengan trauma historis politis
masa lalu diatas.

Oleh karena itu, tulisan singkat tentang hukum pidana Islam ini dapat
diharapkan dapat menjadi wasilah dan memberikan kontribusi pemikiran yang
memungkinkan terjadinya reformasi nilai-nilai hukum dan moralitas bagi hukum

pidana positif. Karena, bagaimanapun juga, proses-proses penegakan hukum itu
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sova mungkin dilakukan jika nilai-nilai hukum yang hidup dan diyakini

-senaranva dalam masyarakat benar-benar diakomodir.
Aplikasi supremasi hukum diawal Islam pada prinsipnya ada di tangan nabi,

sencingat al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sedang al-

+-1ankan nabi adalah hukum Allah, karena Allah memerintahkan supaya mengikuti

i1s (perbuatan Nabi) scbagai penjelas bagi al-Qur’an. Sesungguhnya hukum yang

wa vang diperintahkan dan apa yang dilarang Nabi.

Jadi sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an yang wajib
&2k <anakan. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut ditaati oleh sahabat-sahabat nabi,
<waktu beliau masih hidup atau sewaktu telah meninggal dunia. Praktek rasul
talam pencgakan hukum, baik yang menyangkut aspek pemeriksaan sampai kepada

+=m pemidanaan menjadi sesuatu yang wajib diikuti.
Adapun praktek pemidanaan yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk
wrasidin dapat dijadikan bahan petimbangan dalam pemidanaan masa

-ang. karena mercka dekat dengan rasul. schingga setiap ada persoalan selalu

yfirmasikan dengan rasulullah. Oleh karena 1tu persoalan yang diputuskan oleh
w2 thalifah kemungkinan salahnya kecil.

Dalam menerapkan pidana, rasul selaku pengemban risalah baru, di samping
siptakan peraturan-peraturan yang melegalkan hukum ~adat arab, juga
crapkan aturan baru sesui petunjuk Al-Quran. Hal itu juga dapat dijadikan

5a0ai bukti bahwa hukum pidana Islam menganut asas legalitas.”” Artinva

~wtuan umum dan khusus harus dipenuhi setiap pelaku jarimah untuk dapat
akan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam sejarahnva, Rasulullah dalam satu sisi dikenal sebagi orang vang
o< dalam menegakan hukum, disisi lain terkenal scbagai seseorang vang
ana. Ketegasanya terlihat dari berbagai kasus yang diputuskan beliau terhadap

hudud. Bahkan Rasul bersumpah sckiranya Fatimah binti Muhammad
r1 pastilah dipotong tanganva.'”

Rasulullah menghukum penghianat Negara (mata-mata dalam peperangan)
a2 tegas setelah ditemukan bukti kesalahanya. Kisahnya ketika orang-orang

dari suku Nadir Qaenuqa di usir dari negeri Islam Madinah sebagai

coalitas ialah tiada perbuatan yang dapat dihukum sebelum adanya nas yang mengundangkan
am didasarkan pada sural al Isva (17) avat L3:al-Qasas (28) ayat 59 Kaidah la hukma li af'al

jablaal wurud an-nas.
Bukhari, Sahih Bulhari jilid IV (Beirut: Dar-al Fikr.tt). him.173, Tmam Muslim, Sahih

eirut: Dar-al Fikr. tt)., IT, hlm. 219.
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hukuman  atas senghianatan”. Tindak penghionatan dilakukan oleh Khahd bin
[HE1LE L

Sufvan al Gazali, maka »uhi Muhammiad, mengirin Abduliah b Anis Jehnt al

Ansan aear memepgeal kepals Whatid, = penghianal. Abdullah mensenakan 1ni

sendirt dan di anugrahi tongrkal oleh Nahi, Nabi ketika pulang dan perang K handak
butlangsung. Nabi menunjul Saad hin Musa dan aukn Aus schueal hakim.
keputmsan hukumsya s laki-laki yang mml perang dibunuh, wamita den anak-
anak dijadikan budak.

Dipthik lain Rasulullab bersikap anl dan bijaksana. Seperti kasus resulullah
lidale  membuneh  omng-orans munafik  womz  ielah demzon SETLIEE
menderonsirasikan kemunafikanva didepan Rasulullal Alasa Rasulullah agalab
kel hawatwan bamvak camyg Arab vang enggan masulk Islam. meskl membuanuh
mercha ada hikmahnya

Demikian juga sikap Rasul van: monezhukum bebas orang ¥oahud wang
Leneing di musjd. Ketika para sdabal mau wenghilaam rrereki Rasulullah
bersabdz, =~ kehadivan kalian adalaly wntuk kedamaian hukan pntuk kesukaran,
katanva penuh dongan kearifan, '

Pada delik penyamunan (perampokan dunzan kekerasan) Mabi bemsikap
reeas dalam mengekyeklos ermdan, Rarvna kasus int diangzap sangal berkahava
dan &1 angsup mMengeaneel Leteriban wmom. Peristivwa perampokan (liralah)
pernah cotjadi pada nab, Delapan orang dan kaum Ukl darang kepada Rasulullab
dan meneakn masuk lslam, karent tidak, cocok denpan tempatnyva. akhumva zakat
dan mengaduh kepada Rasulullah Kemudian beli bersabda. apakah kama tidak
sebaibaa keloar dengan sembata kami gan penuam cie sen dan air snsn unta
tersehut® Merska setju. baln keloar bersama penggembala, momurinm G Sonl dan
e dan mercka sembuh, Aklimya merchka membunuh dan menghalan untahnya.
sehingsa sanpatlah herica itw kepada  Rasulullah. Rasulullah  anasang

memerintaliian pengejaran bani LR kepada dua pulub pemudalt Ansay wans

dipimpin olvh Kurs bin Jabit Setclal terangkap, msulullah memerinishian supaya
dipotong angan dan ki mercka, dicelak mata inercka denzan bissi pamies karnudiam

ditmsrealkan di werik mulahan sampal mall.

‘enzldanatan i Fased o 2l o sodely i Tin Sulan al Gazsali Yakn: 1retthacarim
perrerigan sls Koo Wl dada Tangpsd 13 W anaman 4 ablums hivwen T 10d Wiedade Podam,
lihm 6]

Ayl ol Ulandawd, Sworide of Leleeivade 2000
N, il biihzsy Al Zaka Bumibaya: Baslusa |
e al Dnkhan | G e b 183 103
[l 22

Tl e wbaliir b Faivegl I Kalli Haeand e
pesit 195, Ban. 3233

Al Far ad-Hoe X i Bermut: Dhan-al FRkr L.

a2l
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Dalam kasus zina ketegasan nabi dalam pemidanaan terbukti dalam sejarah,
- merajam Maiz ibn Malik yang telah mengaku berzinah sampai empat kali.
Jllah menghukum janda yang berzina dengan hukuman rajam bagi janda dan
100 kali bagi jaka. Aslam dirajam oleh rasulullah atas permintaan Aslam
demi kesucianya atas dasar bukti iqrar (pengakuan) sampai empat kali.
Sementara perempuan dari suku Gamid dari Azdi berkata, “bersikan saya”.
wllah bersabda, apa yang terjadi mengenai diri anda? Berkatalah 1a, bahwa 1a
e wclah mengandung akibat perzinahan™, nabi bersabda : tunggu sampai anak
. lahir. Maka seorang laki-laki Ansar menjaminya sampal perempuan itu lahir.
4ian laki-laki Ansar datang kepada nabi dan berkata , sesungguhnuya
- ouan telah melahirkan, nabi bersabda, kita tidak merajamnya, karena anak 1tu
<& kecil dan tidak ada yang menyusuinya, berdirilah laki-laki Ansar dan berkata,
gavusukanya adakah tanggungan kami. Nabi berkata, rajamlah dia.”
Dalam kasus peminum khamr, tidak ada ketentuan hukum dalam al-Qur'an.
- = hukum bagi peminum khamr terdapat dalam keterangan hadits. Imam
Wi meriwayatkan dari Annas bin Malik bahwasannya kepada Rasulullah
Swiaranckan seorang laki-laki peminum Khamr, maka beliau menderanya dengan dua
ook kurma 40 kali. la (Annas bin Malik) berkata : demikian juga yang
_+uat olch Abu Bakar. dan ketika Umar, orang-orang bermusyawarah dan telah
42 Abdurrahman, hukuman vang paling ringan ialah delapan pulu/h kali
essan) . lain Ummar memerintahkan hal it
Dalam riwavat lain dikisahkan bahwa pada saat terjadinya perang Qadisiah,
Mahjan tertangkap basah meneguk khamr oleh Sa'ad bin Abi Wagas.
% .ssedian Abu Mahjan berkata. “Betapa pedinya hati melihat kuda-kuda dihalau
o amak panah (katang lembing) sementara aku diikat dan tak dapat maju ke
edam perang,  seraya berucap. Tiada kemcnangan, kecuali kemenangan Abu
Bigan  Sctelah pasukan Islam musuh. Abu Mahjan pun kembali mengikat
Besa  Ibnah Hafsah bertanva kepada suaminya perihal hukuman yang akan
Wbenkan kepada Abu Mahjan. Sa'ad berkata,” Demi Allah, saya tidak akan
Smemdera orang yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin”. Abu Mahjan

g dilepas dan bebas.” Kepada Sa'ad Abu Mahjan menceritakan bahwa dia minta

20000
S med Bim 177-186, Nawawi, Sahih Muslim bi Svarhi Nawawi jilid X1 (Beirut, Dar-al Fikr,tt), hlm.
S 0ss- Abu Daud, Sunan Abi Daud jilid 11,(Mesir, Dar-al Bab al Halabi al Arabi, tt), him 456 457,
|m ' Sunan Ibn Majah, Mesit Dar 1 Bab al Halabi Wauladudu, tt), him. 852
O an Nawawi, Op. dit., hlm. 215.
st Qurdavi, Op. Cit., him 35
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bahwa terdapat dua golongan masyarakat. Pertama, golongan yang akan memillih
kepala negara yang disebut akl al-ikhtiya’r atau ahl al-hall wa-agad. Kedua
golongan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara ahl al-ima'mah.
Golongan pertama mempunyai tugas untuk memilih kepala negara serta
membai'atnya.”

Alghazali adalah pemikir yang mempunyai pandangan politik dan pemikir
politik yang memberikan pengertian politik lebih luas dari pada pengertian politik
yang berkembang dewasa ini. Menurut Alghazali, politik (al-siya’sah) ialah segala
upaya untuk memperbaiki kehidupan mahluk Allah dan menunjukkan ke jalan yang
benar dan menyelamatkan meraka di dunia dan di akhirat. Nilai politik tertinggi
baginya adalah politik para nabi. sebab objok mereka meliputi aspek lahir dan
batin.”’

Ketatanegaraan dan pemerintah (khali'fah) dalam pandangan Alghazali
adalah termasuk kedalam bidang tafsir figh.”' bukan bidang yang diurus oleh kaum
teolog (mutakallim) ataupun para filosof. Pendiriannya ini kiranya dijadikan
Alghozali untuk menentang teori-teori politik golongan mutakallim sebelumnya,
seperti Mu'tazilah, Syi‘ah, dan para filosof muslim lainnya.

Penempatan  khilafah dan permasalahannya di dalam bidang figh
menjadikannya sebagai persoalan hukum _\'ﬂﬁg mana ukuran-ukuran figh menadi
tolak ukur dan alat penilaiannya. Jika demikian, maka masalah khilafah dalam arti
pemerintahan dan ketatanegaraan dapat disclesaikan berdasarkan, dan sesuai dengan
konteks ruang dan waktu dimana kaum muslimin berada. Pola dan tipe seta corak
pemerintahan dan ketatanegaraan tidak wajib dan mesti sama bagi seluruh umat
Islam.

Alghazali sependapat dengan al-Mawardi mengengai kewajiban mendirikan
khilafah. ~ Akan tetapi, ia memperkaya argumennya dengan ijma al-ummah.
Menurutnya, sejak Nabi Muhammad Saw mendirikan khilafah di Madinah hingga
masa hidup Alghazali, umat Islam itu tidak dapat dilepas dan khilafah ijma' dalam
konsep Alghazali merupakan sesuatu yang asing di kalangan ahli-ahli hukum sunny.
Ijma’ yang lazim dijadikan arguman Sunni adalah “konsesus seluruh ulama mujtahid

2

dalam suatu periode tertentu tentang masalah-masalah hukum syari'at™” ini berarti

bahwa ijma’ adalah kesepakatan kalangan khusus vaitu para mujtahid yvang hidup

* Al-Mawardi, al-Ahka'm al-Sultha'niyyah, (Mesir: Maktabah al-Halabi, t.t) him. 5
* Algazali, Thya Ulu'm al-Diin Jilid III, (Mesir: Mushtafa al-Halabi: 1939), hlm. 20
' Yasir Nasution, Teori-teori Politik Algazali, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif
Hidayatullah, 1985).
* Muhammad Jawa'd Mugniyyah, Ushul al Figh, (Beirut, Da'r al llm al-Malayyin, 1975), hlm. 225
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2 terdapat dua golongan masyarakat. Pertama, golongan yang akan memillih
megara vang disebut ahl al-ikhtiya'r atau ahl al-hall wa-aqad. Kedua
s2n vang memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara ahl al-ima'mah.
wan pertama mempunyai tugas untuk memilih kepala negara serta

4 fatnya ”
. Alghazali adalah pemikir yang mempunyai pandangan politik dan pemikir
vang memberikan pengertian politik lebih luas dari pada pengertian politik
Serkembang dewasa ini. Menurut Alghazali, politik (al-siya'sah) ialah segala

2 watuk memperbaiki kehidupan mahluk Allah dan menunjukkan ke jalan yang

dan menyelamatkan meraka di dunia dan di akhirat. Nilai politik tertinggi
adalah politik para nabi, sebab objok mercka meliputi aspek lahir dan

Ketatanegaraan dan pemerintah (khali'fah) dalam pandangan Alghazali
s=rmasuk kedalam bidang tafsir figh,”' bukan bidang vang diurus oleh kaum
(mutakallim) ataupun para filosof. Pendiriannya ini kiranya dijadikan
=2l untuk menentang teori-teori politik golongan mutakallim sebelumnya,
Mu'tazilah, Syi'ah, dan para filosof muslim lainnya. ‘
Penempatan  khilafah dan  permasalahannya di  dalam bidang figh
va scbagai persoalan hukum yang mana ukuran-ukuran figh menadi
whur dan alat penilaiannya. Jika demikian, maka masalah khilafah dalam arti

=han dan ketatanegaraan dapat diselesaikan berdasarkan, dan sesuai dengan

s muang dan waktu dimana kaum muslimin berada. Pola dan tipe seta corak

ahan dan ketatanegaraan tidak wajib dan mesti sama bagi seluruh umat

Alshazali sependapat dengan al-Mawardi mengengai kewajiban mendirikan
Akan tetapi, ia memperkaya argumennya dengan ijma al-ummah.

mva. sejak Nabi Muhammad Saw mendirikan khilafah di Madinah hingga
Sedup Alghazali, umat Islam itu tidak dapat dilepas dan khilafah ijma" dalam
Alghazali merupakan sesuatu yang asing di kalangan ahli-ahli hukum sunny.
vame lazim dijadikan arguman Sunni adalah “konsesus seluruh ulama mujtahid

232

suatu periode tertentu tentang masalah-masalah hukum syari'at™" ini berarti

2 ©ma' adalah kesepakatan kalangan khusus yaitu para mujtahid yang hidup

1. al-Ahka'm al-Sulthanivyah, (Mesir: Maktabah al-Halabi, t.t) hlm. 5
Beva Ulu'm al-Diin Jilid ITT, (Mesir: Mushtafa al-Halabi: 1939), hlm. 20
Nasution, Teori-teori Politik Algazali, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarnif
b 1985).
wad Jawa'd Mugniyyah, Ushul al Figh, (Beirut, Da'T al Thn al-Malayyin, 1975), hlm. 225
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Tulisan Al Abd al Racig in mendapal tantangan dan alama Universitas Al |
Azhar, bahkan ia pon akhimva dipeeat dan jabatannyva sebagat hakim. Panganan Al

Abd al Ruziq inn kiranyva didasarkan atas kenyataan empins schagainana duwiithaan

Muslata Kemal Antaturk bahwa institesi kholafah tidak lag dapal dipertahankan

Setelah institusi Khilafih i benar-benar dibapuskan sabun 1924, setabon kemudian
par panimpin umat Tslam sedunia mengadakan perleman di Meair ikl
membicarakan dan menmbahas kemumekinan mendimlen kembali instisi rersebut
serta mensangkal khilafah ban, Akan tetapi. sgjarah meneatar bahwa pertemnuat im
tidak menehaalian saatu kepulusan, apalag metea s than panzanskatan khalifab
vana ham,

Sejalan dengan hapusnva mstis: khilafah, perhembanean dan penganib
harat, baile dalam arti pengaruh pengetahuan dan tcknologi. maupun militer dam
ideologi, khususnva masionalisme, sampan batas-balas lenientu elah mambu i
pentaruh erhadap perkembangan pemikiran umat [slam. Oleh karena itu, kendian
disaksikan  lahimya  nesarz-neeara [slan nastonal  dengan berbogai  corak
pemerintahannyva vang sesual pula dengan tradise dun kebudayvaan nasicnalnya
mazsing-masing, Lahirnlah Keraaan Sandi Arsbia di jacirah Arab vang meigainbil
sistem keragaon walaupun konstitusinva menvatakan bahwa Negaa terscaul
buenlearkan Syariat Lslarn ™ Wesit menvatakan dirinya scbagai Negara repubhlk, dan
negrara Telam lainnyva menvatikan dirinva schagal negara presiden ™

Sclamumva pertu diperhaiikan pemilik polizk Tslam Jainnya vikm Thi
Taimwvvah  Dengan mengganakan lerm wila'vat al amr scbagal suatu kevanhan dan
merupalkan bagian erpenting dari ajaran agama. bahkan agama tidalk akan herdin
tanpa adava wila'vat al s tesebut. Atas dasar pertambargin inilah 12
menvatakan buliwa peaguasa adalah bayang-baveng Allab di nuka buri,

bn Taunsvah pun menyatakan bahwa sclama enam puluh tahen bersdy
dibawab pemimpin vang zalim lebih bk dan pada sate malam fanpa pemimpin,
pernyataan Ibn Faimivyeh di atas kranva didasarkan alas pengalanian enapirknvie
Wiranva ia merasskar betapa pendernlaan vmat pada saat-sasl keruntuban danlal

Abasivah di Baghded seteleh dipukol Tulagu {dan lahon 1238-dan selarjutny ay

* Dronald Tusene Suath, feligion, Pobives aid Social Change in e T world (Fow Yok I onelan:
Nl Whlan Poblehiog Codee 1971 ke 0 C0 Sy Taa G Haen, Zne Abilien el tie Calopnabe il
s Aftermath, coel, Thotnas Woarnoid, Hie Caliphene, Fomdomn Roullalze & Reagar [Pl Lael Lts
lim, 205244

L Al [\,L;ll':_' Slulemnael 2l Blaly Tlaed ol Ten I"J._nl..:l ol Mlvileer el bebiak al -.l.:'l-".':.'l"ld-.'._'!-.".il.ll.'. |_Z.['|

|th]
TET Toemenihel, oo g Bie Mol Nodead Srote, (Conbridee Usiversite Prosa, IRGE) Bl 143
121
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Tuisan Ali Abd al Raziq ini mendapat tantangan dari ulama Universitas Al

= 12 pun akhimya dipecat dari jabatannya sebagai hakim. Panganan Ali

=g i kiranya didasarkan atas kenyataan empiris sebagaimana dinyatakan

W Somal Artaturk bahwa institusi khilafah tidak lagi dapat dipertahankan.
% weocus khilafah itu benar-benar dihapuskan tahun 1924, setahun kemudian

.on umat Islam sedunia mengadakan pertemuan di Mesir untuk

5

i 2n dan membahas kemungkinan mendirikan kembali institusi terscbut

¥ R

seamckat khilafah baru. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa pertemuan itu

sesasilkan suatu keputusan, apalagi merealisasikan pengangkatan khalifah

.~ Sowon dengan hapusnya institusi khilafah, perkembangan dan pengaruh
s dalam arti pengaruh pengetahuan dan teknologi, maupun militer dan
\twsusnva nasionalisme. sampai batas-batas tertentu telah memberi
wrhadap perkembangan pemikiran umat Islam. Oleh karena itu, kemudian
lwimva negara-ncgara  Islam  nasional dengan berbagai corak
somva vang sesuai pula dengan tradisi dan kebudayaan nasionalnya
- ~:v Lahirnlah Kerajaan Saudi Arabia di jazirah Arab yang mengambil
“essaan walaupun  konstitusinya menyatakan bahwa Negara tersebut
e Svaniat Islam.* Mesir menyatakan dirinya sebagai Negara republik, dan

» lwnnva menyatakan dirinya sebagai negara presidell.37 _
“asmwtnva perlu diperhatikan pemilik politik Islam laiﬁn_va vakni Ibn
& Dencan menggunakan term wila'vat al amr sebagai suatu kewajiban dan

we seeian terpenting dari ajaran agama. bahkan agama tidak akan berdiri

= 3
e 3
~ 3
e
ar
=
=
™
g
=3
e
=~ 3
e

2

w2 wila'vat al amr tersebut.  Atas dasar pertimbangan milah 1a
. sahwa penguasa adalah bavang-bayang Allah di muka bumi.

% Tamnvah pun menvatakan bahwa sclama enam puluh tahun berada

seswmpin vang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin,

%o Taimivvah di atas kiranva didasarkan atas pengalaman empiriknya.

& =wrasakan betapa penderitaan umat pada saat-saat keruntuhan daulat

& Bachdad setelah dipukul Hulagu (dari tahun 1258-dan selanjutnya)

& NN B R

=itk Religion, Politics and Social Change in the Third world, (New York London:
= Colne.. 1971) him. 60-.Cf.Sylvia G. Haim, The Abolition of the Caliphate and
. Thomas W Amold, The Caliphate, (London: Routledge & Keagan Paul Ltd., t.b),

£AN

© 0 eenmad al Khata Ushul al Tasvri fi al Mamlakat al Arabiyyah al Sa'udiyyah. [t.p]

" <om in the Modern National State, (Cambridge: University Press, 1958), hlm. 103-
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sebapaimana dijelaskan olch ulama Sunnt berfines sebazai pelaksana amad ma'ruf
dan nahi munkar  Negara bdal torpisabkan dari negans, dan nesarpon odak
wrlepas darl pemerintahan, Neaara difambangkan oleh kehadiran dan berfunzsmva
para umara.  Agama dilambangkan oleh kehadilan dan borfungsinya para ulama,
Clama dan wmara bekerja sama dalam memimpin umat.  Indikator-indikaror ini
dapat dijumpai sejak pembukaan Undane-undang Dasar 1945, bubonge Wbobhova,
peraturan penimdang -undangan. hingga pranala-pranata sosial vang ada dan hidup di
neear faneasla dewasa i

Unilangaundang, MDazar 1945 menvatakan balwa setiap warea nesara dijamin
oleh negara untuk memeluk éan menjalankan azama dun kepercavaan itu (pasal 29
bagi wnat Tskam  vang  mam mencart keadilan bordasakan  Islam dapat
memanlaathan lembaza peradilan agama.  Bideng-bidanz vane menvanglue
kepercavoan dalam perkaownan dan prmata-pranat sosial lainnea diatee dalam
Lndane-undane Nomor /89790 perwakafim mal milik dan beoda milile bainova
diatur Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977 tenfune perwakatan tanah milik dan
Iniruks Perkawinan ukum Waris, dan hulkum Porwakatan: babkan Undase-
undang Moror 7 wahyn 1989 tentang peradilan agama leloh mensejmarkan status
tembosa poradibime apama denean peradilaly lainnva dalam wislem dan stroktur
peraditan di Indeaesia,

Datam  wewwjudkan kehidopan . berarama, wmal Tslam ndonesia 1clah
melemlagakan berbacal macam kegiatan vanez meliputl berbagai aspek yans hampir
memyentuh selwuh dimensi kehidupas bermusvamkat dan bemeeara, Namun
demikian. mengingat balnwa Indonesia adalah negara Pancasila vang berartt bukan
negara schuler dan bukan pula neeara agama maka manrfesiasi nilai-nilai vang
terkanduwg dalem al-Our'an dan al Sunnah tentu sgpa mempunval kekhususan vang
mumgekin berbeda denan pelerbagaan dan penerapan ajaran Tslam - negana nesara
[y Perbedaan terschul adalah wagar karena hal it adalah sesuatu vane
dununzkankan mengingar masalah fesschor wermasuk kedalam wilavab dan masalah
iithad wlaw fighivaly, sessdo vang absaho monurt ajaran azama 1alam il sendin
Selan e, masalah masalah. kebutuban dan tanansan amat Istam di Indonesia
palirg tidak dan apa vare diamat dewsa o mungkin berbeda dengan masalah,
kebutuhan. dan tatanean vang dihadapi olzh wmat Isbam di nepara lun, kerena pada
Gghat ledenly miereka  mempunyal  kesamaan-kesamaan,  baik  dalam kedar
penghavatan imamnva maupun dalam kehidupan bommasvamkat.  Umat Islam
Indonesia dilenal sangat toleransi terhadap wmal boragama lainnva seperti vimg

lerbuktl cenman dienmamya Paneasila sebagai dasar kehidupan bernegara dan
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sma dijelaskan oleh ulama Sunni, berfungsi sebagai pelaksana amat ma'ruf
. munkar. Negara tidak terpisahkan dari negara, dan negarapun tidak
4an pemerintahan. Negara dilambangkan oleh kehadiran dan berfungsinya

= Agama dilambangkan oleh kehadilan dan berfungsinya para ulama.

4= umara bekerja sama dalam memimpin umat. Indikator-indikator ini

¢ Suwmpai scjak pembukaan Undang-undang Dasar 1945, batang tubuhnya,
perundang-undangan, hingga pranata-pranata sosial yang ada dan hidup di
bamcasila dewasa ini.

. L sdanc-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara dijamin

- wntuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan itu (pasal 29).

Jslam vyang ingin mencari  keadilan berdasarkan Islam dapat

an lembaga peradilan agama. Bidang-bidang yang menyangkut

dalam perkawinan dan pranata-pranata sosial lainnya diatur dalam

e Nomor 1/1979; perwakafan tanah milik dan benda milik lainnya

- Pemerintah Nomor 28/1977 tentang perwakafan tanah milik dan

. Pociawinan Hukum Waris; dan hukum Perwakafan: bahkan Undang-

» Sommor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telah mensejajarkan status

peradilan agama dengan peradilah lainnya dalam sistem dan struktur
@ Indonesia. ‘ .

2= mewujudkan kehidupan beragama, umat Islam Indonesia telah

shan berbagai macam keglatan yang meliputi berbagai aspek vang hampir

<cluruh dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun

menzingat bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang berarti bukan

dan bukan pula ncgara agama maka manifestasi nilai-nilal yang

s dalam al-Qur'an dan al Sunnah tentu saja mempunyai kekhususan yang

~#eda dengan pelembagaan dan penerapan ajaran Islam di negara-negara

_42an terscbut adalah wajar karena hal itu adalah sesuatu yang

shan mengingat masalah terscbut termasuk kedalam wilayah dan masalah

Sighivvah: sesuatu yang absah menurut ajaran agama Islam itu sendiri.

asalah-masalah, kebutuhan dan tantangan umat Islam di Indonesia

4an apa vang diamati dewasa ini mungkin berbeda dengan masalah,

| dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di negara lain, kerena pada

s mercka mempunyal kesamaan-kesamaan, baik dalam kadar

: smaninva maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Islam

@kenal sangat toleransi terhadap umat beragama lainnya seperti yang

sean diterimanya pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara dan
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bermasvarakat. Dalam konteks imlah barangkali dapat diclagh sampan sejauh mana
kehidupan kelembagaan Islam di Indonesia dapat berkembang dan hidup seperti

vang dapat dikenal hingga saat inn.

€. Pengrapan Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan Terkait
dengan lahirnyva Teori Tawabir dan Teori Jawazir

Lebutuhan akan pembeharuan svan’ah berikol penimekal metodologinya
Juga didasarkan wias kesadaran bahwa posisi dan formulasi svari ah vang ada dalam
beberapa aspek tertentu, diangoap sudah tdak memadai. bahkan dila bertentansan
dengan prizip-prinsip hukum modem dan hak-hak asasi manusia (HAMY vang
menjadi su actual belakangan . Rumusan lukwm Tslam vang membelehkan
pengounaan  kekuasaan agresit dalam penyebaran Islam, pengakuan terhadap
keabsahan perbudakan. dan perlakukan disknmmanf terhadap non-mushim dan
purempuan merupakan contoh-contoh kasus dan kebertentangan rerschul ™

Contoh paling actual mengenar hukum Islam vang secara nvata diangeap
berbenturan denpan HAM, adalali vang dilsksanakan di Sudan selama Presiden
Nimeitt menjabarkan prosram Islamisast pada 1983 1985 dan hukuman hadd vans
dirancangz olch Hassan al-Turabi pada 1991 7 kprena il freedom House, sebual
lombaga internasional vang bortugas memanan pelaksanaan HAM diseluruh dunia,
pada tahun 1988 melaporkan babwa tak satu Negare [stam pun vang kinerja TLAM

Vniman rights performence)-nva chas'(free) Rekor ertingei adalah “setengab

Yang donab sl HARM adalah sebagamang derwmishon dalum Pz D33 pada 1595 e wlal
diclahorass melalin & niversol Deefrmiion of Humean Wiy tiban 1928 danasteamen—mtooen TTAK
vttt mtineld belabimgan. D0 dalmomya, empal ak-lok vang horus dokun alah s arang
bordusorkan kanvataon bl i adadal nuowsin Jon Laaipue deshorimminus olis dosar tas, wariaa kit
qeens helurmin, Babasa, gaama, dan lon-lame Baharnddin J_-'-|‘.:_~_ et e e ddeer Hodv s Ve,
ket Doapt Bhak i Proms Yosa, TU980 T [0 -10

" Cantol kases ik olel Na'm delan Yo an Sskaic Flefonma o, (3, O i 8=T1

" Laporan  dwwsesty fnternationef Repors, 1991 tordapat ribem Taki-labe dos poecmgua D Swlan ving
bk dera, sering dengan hagun Semnanlars calgian pemenntal Sudon menzind tcasikon halvea
praacda Bomm wakdu o ada TS Tidaeman soteue tngon, ermasuk |7 porse silung. Foristing momatik
vang wemvedel poadapat pulbh adala checkus dibadopan umam aas Mulwmeud Muhammed Taha
P oy 1955 atas waduhan e Sebmjuirn Na'in . FO8 teomna bagian enbng prkik
Sperroft 1 Bdan don husvngan Sveesale dengan ok milermasiona! modem Qi HAR =ada hlm,
L2707 CMatnnid Mulummad - Faba o amd Coses o ome Tshonie Lowe Betomy Tplications Tor
Literrchigiines Relations™ dalum Sovevald of Seevvewicd Siefies, Temple Dhiversite, Wol 235 Mo, |4
L21 cla Aam Fheabarl Maver, “Ambeauitas Sa'nn dan Tiboan Pidana Dalam™ dalan Tore DinnIiwlin
il Koarl 1\-"[]5__’[: feiamn Teformy and Hicaian Wenis: I".rrc'r.'j'-_'.l.'gl-'_c canet .i?.-:_ll:},l,l,l;,l.;:-rjl | M3 Fidisa |r|._:|.,:-|'|\_-_-;1.|_.

s
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Sobas” (parth-five), bahkan sebagian besar masuk dalam kaegon “tidals bebas frof
free)”

lerdapal dua pandangran yang salng bemcberangan dalam meny kapd
lanoran lersebul. Yang salu membenarkan dan mendukung penuh, dan yang lannya
menolak dengan apnen. Bila sandangan vang safu dischot mewakill paradizma
Baat, maka vimg keduz mevakill apologi dunia fslam  Tetapi, tedkepas darn biag
Darst dengan berbagai Ioar helakang kypenmngannyva, dan sami sekah adanya
seentangan Sper wh dengan HANM tampaknya merapikan sikap yang tidal adil.

Muncul twmugan imtek membangua madel Sy ek vang sesual denzran
candar hukume publik. khususnyva vang berenaan denman HAM.  Borsamaiu
dengan o, haum Mushmin hams 111&:ng;ludﬂpi pililan vang sangal difematis, antarn
Loharusan melaks=anakan lwkom  Lstam schagal kewajiban keagamaan  dengan
enizai HAM sebagai funlutan masyarahat mlemasional ;- antara kemginan
mEnunjnung e mila-ulal mjaran Tslam vang sudah soraklpallan dalam wadis
Semdvpan messka,  denszan Lebomuhan monaikull fdgisall-gagasan modoern
Domperang leguh pada warnisan tradisn masa lalu dapat beranli mengabadikan
hordingsd dan kererbelakangan, sgmaenlac meninggalkannyvi sama sebuli pumgkin
Shan dapat menghancuekan idennitas Team dan selurnh bansunan cmosional dap
wreleknal vany telah diveans dan o selama mi ™ ,

Para pemibar Mughm kentempores berpaya keluar dan dilermna’ ini.
Rosnons inteleklngl vang diburikan merska dapal dipewshan ke dapun cmpat
colompal sebagm berikul pericard, Felompoek vang meaylkapl tantangan i dlalam
perspek il masa lanpan feadef) Menumt merska seaals bentuk porubalian akan
ooy kearah vang lebih buruk. schingua sikap vang ditampilkarnya adatah
vartk din duri fenemena kemoedernan dan seern cmesional  menusatkan
cohatian pada pemckiharion dan perldungan wansan trudisl Telam Ao,
Celompok vampr baranggapan batrva mehndunst warsan masa lab saja tiduk cugup.
<otah tantanzan sudah menghadang g ek sehmgsa mereka bersaba seoard
“tinl melalul gerakan sosial-politik sgar sipremast ldam masa slam dapat
Shangun kembali, Kerga adalah kelompok yaog dengan herbazal cura berusaha

enskompromikan dan mencan sinlests antara nilai-nilai Talam dengan nikiu-nila

© e v T, Rive Redoke b diase BV Clan sl { fkarta, BRAISHL 19935 Dl
Mowzcna kit rldap bpwaan leseaul, hihe sorpstrizal Paneeeleaa, “Mogida Foehbebagim
Febemahl e Stander San Eurar sl S lamiba, S 100 20-1E

g A, R evisiimgstoned i, S0 o Refosnd "tk Tere il don farl Wozt fell
s Law angd Thuman Righes Chalfeages aned Mepmders, (TR R Irctonpessia, Dheho sy sk
Semri il 11, (OF 00 07,
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modern, Mamuom, scbhesilu javh, mercka bdak herani mengabaikan ajacan-ajacan
Tl vang dizebul al Qurian sceara jelis don mmo {gedfa¥ warad desr dedolal).
Kelompok koompat adalah kalangan schuler, sang berpandangan habwa persozlan
agama dan dunia merupakan dua hal vang terpizah, schingga semua gagazan madern
dapal diterimi schasal sesuatu vang berada di luar azama™

Hukwmn pidiana Tslam adalah salah cate bagian dad hubum [slam yang
mempadi sorotan TTAM dalam penerapannva apalapl dibubunskan danpan hukum
ketatanggaraan, bahwa secara hukum ketatanzsgaraan vang mempunyai hak dalam
penerapan hukum pidana adalah negara. karena werkait dengan arang lain dan terkait
pula dengan hubom yang bBeclaka disuatu nsgara.

Dialam penerapan hokum pidana lslam sameat memperhatiban kemastahalam
dan keadilan, wtapi jika dikaitkan dengan Sukom belalmeearen maka dalam
pencrapan hukume Islam pada zoman modem . akan munenl dia icon viole eon
paahie dam Leon zaveapr ™

Mbcinorl Teon Jawabir halwa dengan hukwm itn dosa atau kesalaban pelakn
e akan digmpum oleh Alldh swt Dengan memperhatikan teon jawalar inl
lukum pidana harus dilakukan sesuan dengan nas (telks al-Our'an). sepertl pencun
diltubwm deagan potong tangan. pezina muhsan (vang sudal kaswing hams dicaspam,
pzina vang bukan muhsan hams didera, i

Adapun tean: Zawapr mengatakan babwa hukuman tu bedujuan untuk
mambual jera poluko mdana schingga odak mengulana Toen, Ml dalam

sembaharuan bukom Islame mengenal pdanz, vane haroe: dickankan adalah teon

zawaglr Dengan demikian hukem pidana tdak tenkat pada apa vang terera dalam
nas (teks al-Cucand. Thokwman potong teizan bagl pencurd tdak mesh didakukan,
tetapl besa digantt deosan hobwmean lan vane membuatova jerab s pelako dan
membial razsa fakut melakokan tindakan pidana Bagl Taiw {oeedfn fozen) prefentit
dan represit

Dailam pembahaman hokom Tslam. khusosrva & bidane hakom pdana,
lgom zawapr menumud Tbrabom dapat duadikan pedoman. bila dengan hukuman
manirnal opsan hiksan dapat dieapa maka hukoeesn makamal vane dischorican

i dalarn nash tdak perlu dilcrapkan. Pendekasn leon zawajir akan menmbulkan

wimghiman hukum vane kondekstoal, dan hokoam Tsiem akan dnams serle
I vany '
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wrhadapar perkembangan zaman.™ Ulama dan kawn cerdik pandan
ol musvawarah seears byaksana, dapat menenlukan pendskatan mana
= cotuk mencrapkan dalam kondiss masa dan lempat yang berbeda-beda

e ketadancgarann yang berkembang di dumea Islam tedkait dengan
Sobum pidana Islam, apakabh menggunakan teor jawabir atau teor

demikian tereantung kondist vang moembual ketatne garaan.

an
~=ocum lslam (syvan‘ah) merepakan peranskar mibu dan kadah-kadah
| Coeah vang mereatur tac kehidupan manusie vang divaking akan
semtawa kebabaeiaan hukike apabila diprakichan didalam  sehidupan
2o sedangkan hukum prdana Bslam mempaken bagian dard hukum Islan
MSmsn sh)
Cbum pidana Tslam adalah segaly ketentuan hukum mencenal ondak
e aman perbuatan krmunal vang dilakukan elch orang-orang mukalaf.
oo orane vape dapat dibebant kevzjban. Dindakan kriminal dimakend
~wieon nndakan-undakan kejabatan vang menggingeu ketentraman umum
e hady serla tindakan melawan peratnmn perundang -undangin sangz
sesember dard al-Qurtan dan al-Hadis TTekum pidana Islam mernipakan
2t Allah vang mengandung kermaslaluean bagi kchic]upuﬁ mamisia dai
- oemman dimaksud seeara matorl mengandung kewagihan asasi bagl seiiag

Cmmeesa onduls malaksunakannva,

EmaeT Letatancearaan adalah holawm sang dibear oleh suate negars vang
ok sclunh persoalan kenegaraan sebasai hasil dari kontrak politik
e pidana Tslam adalah salah sado basten dar hokam Bl sang
Cevad sorotan HAM datam penerapunnyas apalags dibubunglan dengzan
e kemtanssaraan vang wempunyai hak dalam pencrapan hukum
e adalah negara, karena ferkait dengan crang lain dan teckail pula
coon hukum e berlake disuam negara persealan Jdemikion vany
ooctabkan lahimya dua on dalam pencrapan hukum pdana Bslam,

con jawabir dan leon s
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